
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Standar Penjatuhan sanksi adalah pedoman berupa tindakan untuk memaksa seseorang 

menaati aturan atau undang-undang dengan memberikan hukuman atas pelanggaran. Yang 

menjadi standar penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi Ikatan 

Notaris Indonesia (DKD-INI) mengacu kepada Pasal 8 Perubahan Kode Etik Notaris 

Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015. Adapun tahap tahap 

penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia 

Kota Bukittinggi adalah pengaduan, peyelidikan, pemeriksaan dan putusan. 

2. Penerapan sanksi yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi Ikatan 

Notaris Indonesia (DKD-INI) berdasarkan ketentuan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia 

yang ditetapkan di Banten tertanggal 29-30 Mei 2015, dimana Terlapor dipanggil oleh 

Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) untuk didengar 

keterangannya dalam sidang, ternyata terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik, maka 

keputusan dari Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) 

adalah Peringatan Tertulis Pertama dan apabila masalah pelanggaran kode etik ini masih 

dilakukan pelapor maka akan diteruskan ke Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris 

Indonesia Provinsi Sumatera Barat. 

 

 



 

 

B. SARAN 

1. Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) Kota Bukttinggi 

diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap notaris dan tidak hanya menunggu adanya pengaduan dari masyarakat saja.  

2. Sebaiknya Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia dalam 

mencegah pelanggaran Kode Etik yang mungkin akan dilakukan oleh anggota perkumpulan, 

sebaiknya penyuluhan lebih ditingkatkan lagi, dengan mengadakan pertemuan berkala antara 

Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi dan Dewan Kehormatan 

Wilayah Provinsi Sumatera Barat Ikatan Notaris Indonesia dengan para notaris agar 

kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh Notaris dapat lebih diminimalisir. 

 


